SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar
nasional Pendidikan Tinggi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan :

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan
standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,
ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar
Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang
sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku
di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah
kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada

masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di
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ketentuan peraturan perundang-undangan sampai
pada satuan Program Studi;

b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan
Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja
dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang
bersangkutan; dan

c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir

tahun anggaran.

Pasal 44
(1) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau
Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan
Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya
pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
(2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan,
antara lain:
a. hibah;
b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
(3) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan,
mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber
dana lain secara akuntabel dan transparan dalam

rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III
STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 45
Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:
a standar hasil Penelitian;
b. standar isi Penelitian;
c. standar proses Penelitian;

d. standar penilaian Penelitian;
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standar peneliti;
standar sarana dan prasarana Penelitian;
standar pengelolaan Penelitian; dan

standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

Bagian Kedua

Standar Hasil Penelitian

Pasal 46
Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal
tentang mutu hasil Penelitian.
Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam
rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa.
Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui
kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya
akademik.
Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan
peraturan di Perguruan Tinggi.
Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak
mengganggu dan/atau tidak membahayakan
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan
dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan,
dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk

menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Standar Isi Penelitian
Pasal 47

Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal

tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
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PROFESI SPESIALIS SUBSPESIALIS
keperluan keperluan
pengembangan pengembangan hasil
hasil kerja kerja profesinya.
profesinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

plt. Kepala Biro Hukum

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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